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GUBERNUR BANTEN 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN  

NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN  

TAHUN 2023-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

GUBERNUR BANTEN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan pembangunan 

dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi 

Banten yang berakhir pada Tahun 2022, 

diperlukan kepastian program pembangunan 

Tahun 2023 sampai dengan 2026 yang disusun 

dengan Peraturan Gubernur; 

b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri  Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 

2022, perlu disusun rencana Pembangunan 

Daerahaerah Tahun 2023-2026; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2023-2026; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000    

tentang Pembentukan Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4010); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003    

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun  2003  Nomor  47,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004    

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan                  

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara    

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah        

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang   

Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua    

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

10); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

496); 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 

2022; 
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15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Nomor 26); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Banten Tahun 2010-2030  (Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 

Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2017 Nomor 5); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 

2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2017 Nomor 7)  sebagaimana  telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 

10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 

2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2019 Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN 

TAHUN 2023-2026. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Banten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Banten. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur   dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut 

Bappeda adalah Perangkat Daerah dibidang penelitian dan 

perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas pokok 

membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah 

dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 

masyarakat. 

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang 

wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang 

wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang 

dimiliki Daerah. 

10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga Negara. 

11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil 

yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 
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12. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil 

(outcome) suatu program. 

13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 

pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan 

tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak 

(impact). 

14. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD 

adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 4 (empat) Tahun yang 

merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah 

kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan 

umum dan program perangkat daerah lintas perangkat daerah dan 

program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka 

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

 

BAB II  

RPD 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah menetapkan RPD.  

(2) RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berlaku untuk periode 4 

(empat) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai 

dengan  tanggal 31 Desember 2026. 

 

Pasal 3 

(1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tentang: 

a. Penyelarasan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 

2020-2024; 

b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil 

(outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian 

RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2021; 

c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh 

kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam 

pencapaian hasil (outcome); 
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d. Isu-isu strategis yang terbaik dengan bidang urusan dan tugas 

pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 

e. Kebijakan Nasional; 

f. Regulasi yang berlaku; dan 

g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan 

(stakeholders) Pembangunan Daerah. 

(2) Sistematika RPD Tahun 2023-2026 meliputi: 

a. BAB I  Pendahuluan; 

b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah; 

d. BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah; 

e. BAB V Tujuan dan Sasaran; 

f. BAB VI Strategi, Arah kebijakan dan Program Pembangunan 

Daerah; 

g. BAB VII      Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program 

Perangkat Daerah; 

h. BAB VIII     Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah; dan 

i. BAB IX Penutup. 

(3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

Pasal 4 

(1) Pagu yang tercantum dalam Dokumen RPD Provinsi Banten 

merupakan pagu Indikatif yang prediksinya dihitung secara 

pesimis pada saat penyusunan RPD. 

(2) Pagu realisasi setiap tahun berdasarkan pada kemampuan 

pendapatan daerah setiap tahun. 

(3) Pagu realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih 

tinggi atau lebih rendah dari pagu yang tercantum dalam RPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Pasal 5 

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai landasan operasional 

pelaksanaan RPD. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

 

Ditetapkan di Serang  

pada tanggal 10 Maret 2022 

                                                                               GUBERNUR BANTEN, 

                

                                                                                             ttd 

 

       WAHIDIN HALIM 

 

 Diundangkan di Serang  

 pada tanggal 10 Maret 2022         

    SEKRETARIS DAERAH 

  PROVINSI BANTEN, 

 

               ttd 

 

           AL MUKTABAR 

 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 3 

 
   Salinan sesuai dengan aslinya 
      Plt. KEPALA BIRO HUKUM 
 
                        ttd                      

        HADI PRAWOTO, S.H. 

              Pembina Tk.I 
  NIP. 19670619 199403 1 002 


